
IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 67 DSN-MUI/III/2008 
TENTANG ANJAK PIUTANG DI DALAM BANK MITRA 

SYARIAH 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Yuyun Ainur Rohmah 
NIM: G04217068 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

2021



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama   : Yuyun Ainur Rohmah 

NIM   : G04217068 

Fakultas/Prodi  : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 Tentang 

Anjak Piutang di Dalam Bank Mitra Syariah 

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah 

hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 

 

                 Surabaya,12 Juli 2021 

       Saya yang mengatakan, 

 

 

 

       Yuyun Ainur Rohmah 

       NIM. G04217068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ainur Rohmah NIM. G04217068 ini telah diperiksa 

dan disetujui untuk di munaqasahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 12 Juli 2021 

Pembimbing, 

 

 

 

 

 

NIP. 198509042019031005 

 

 

 

 

 

 

 

D. 



 
 

iv 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

   Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ainur Rohmah NIM: G04217068 ini telah 
dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum’at, tanggal 30 Juli 2021 dan 

dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana 

strata satu dalam Ekonomi Syariah 

Majlis Musyawarah Skripsi: 

 

Penguji  I       Penguji II 

 

 

 

Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I   Dr. Hj. Fatmah, ST, MM 

NIP>. 198509042019031005    NIP. 19750703200712020 

        

 

 Penguji III      Penguji IV 

 

 

 

Dr. Mustofa, S.Ag., MEI    Riska Agustin, S.Si., M.SM 
NIP. 19771032008011007    NIP. 199308172020122024 

 

 

Surabaya, 30 Juli 2021 
Mengesahkan,  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya 

Dekan, 
 

 

 
 

 

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM\ 
NIP. 196212141993031002 

 



 
 

v 
 

 
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN NO.67/DSN-MUI/III/2008 

Tentang Anjak Piutang Dalam Bank Mitra Syariah” ini merupakan hasil penelitian 

dari adanya anjak piutang yang terjadi antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan 

Supplier bahan baku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yaitu bagaimana praktik sistem pembiayaan anjak piutang antara Bank Mitra 

Syariah, PT. Behaestex dan Supplier serta bagaimana implentasi Fatwa DSN No. 

67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. 

Behaestex, dan Supplier.  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data diperoleh dari data primer 

yang didapatkan dari wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen 

MOU, buku profil Bank Mitra Syariah, Brosur produk-produk Bank Mitra Syariah.  

Hasil penelitian menunjukkan bawah pelaksanaan anjak piutang yang terjadi 

antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex dan Supplier, menurut Fatwa DSN 
MUI/III/2008 tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang ada di Bank Mitra Syariah. 

Yaitu terjadi ketidak sesuaian pada pelaksaan akad Qard dan Wakalah Bil Ujrah dalam 

perjanjian anjak piutang tersebut.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan 

pelaksanaan dan akad yang digunakan. Sehingga terjadi keselarasan antara 
pelaksanaannya dalam Bank Mitra Syariah dengan Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Akad Qard, Akad Wakalah Bil Ujrah, Anjak Piutang, Fatwa DSN No. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Yang dimaksud dengan ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang di 

dalamnya menerangkan mengenai beberapa cara untuk menghasilkan, 

mengedarkan, membagi serta memakai barang atau jasa dalam masyarakat 

dengan tujuan terpenuhinya tujuan materi dari suatu masyarakat 

(Sholahuddin, 2007). Adapun tujuan ekonomi ada dua yakni tujuan yang 

bersifat pribadi dan tujuan yang bersifat sosial. Tujuan yang bersifat pribadi 

biasanya berupa pemenuhan kebutuhan pribadi dan juga keluarga, 

sedangkan kebutuhan yang bersifat sosial berupa kebutuhan untuk 

memberantas kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan (Mawardi, 2007). 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi 

dalam masyarakat baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup dan materi masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian suatu negara dapat 

menunjukkan perkembangan dari negara tersebut. Perekonomian yang 

meningkat tentu akan meningkatkan pendapatan baik perorangan maupun 

perusahaan, baik perusahan dalam skala kecil maupun perusahaan yang 

sudah besar. Namun, hal tersebut tentu tidak terlepas dari suatu 

permasalahan yang salah satunya yakni pendanaan. 
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Pendanaan merupakan funding yakni suatu penyediaan dana yang 

mana bersumber dari utang lain yang diperuntukkan untuk menyelesaikan 

utang yang satunya sebelum tanggal jatuh tempo dengan keadaan yang lebih 

menguntungkan, seperti  dengan cara menerbitkan obligasi (Kamus Bisnis 

Dan Bank, n.d.). Sedangkan yang dimaksud kebijakan pendanaan adalah 

kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan dengan penentuan sumber 

dana yang nantinya akan digunakan untuk belanja perusahaan baik dari 

sumber dana perusahaan itu sendiri maupun dari sumber dana diluar 

perusahaan. Setiap perusahaan memiliki pertimbangan dalam kebijakan 

pendanaan berdasarkan pertumbuhan perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan, maka semakin banyak pula dana yang dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk dapat membiayai investasinya (Herdinata, 2009). 

Pendanaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk dapat 

melanjutkan atau baru memulai produksi. Namun, sering kali perusahaan 

mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Untuk itu perusahaan 

membutuhkan lembaga yang bisa memberikan dana segar terhadap 

perusahaan sehingga produktifitas dari perusahaan tersebut akan terus 

berjalan bahkan meningkat, sehingga perusahaan akan memperoleh 

keuntungan yang diharapkan. 

Anjak piutang merupakan lembaga yang dapat membantu pelaku 

bisnis dan perusahaan yang ingin memperlancar barang produksinya namun 

terkendala masalah permodalan yang mana hal tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi jika tidak segera ditangani. Dengan demikian, 
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menyebabkan banyak perusahaan menyediakan dana yang diperoleh dari 

lembaga Anjak Piutang (factoring). 

Menurut sifatnya anjak piutang adalah operasi perbankan yang 

termasuk dalam kelompok operasi kredit khusus. Dalam istilah ekonomi, 

anjak piutang merupakan teknik kliring klaim komersial, yang secara 

signifikan meningkatkan likuiditas peserta dalam pertukaran komersial dan 

mengurangi biaya bisnis. Dengan menggunakan teknik keuangan ini, klien 

menyerahkan kepada faktor, bank atau mungkin beberapa lembaga 

keuangan khusus lainnya, (tidak semestinya) klaim yang dimilikinya 

terhadap orang ketiga berdasarkan kontrak (berbeda), untuk pengumpulan 

klaim (tersebut). Anjak (bisnis) dilakukan melalui kontrak anjak piutang, 

hubungan kontraktual (kesepakatan) antara kreditur (klien, eksportir - 

pemasok) dan faktor (bank atau organisasi keuangan khusus lainnya) yang 

menjadi dasar klaim tersebut atau risiko pembayaran ditugaskan dari klien 

ke faktor (bank) (Spasić et al., 2015). 

Anjak piutang dapat menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan 

yang sedang mengalami kekurangan dana dan hendak melanjutkan kegiatan 

produksinya. Anjak piutang ini tentu saja bermanfaat baik bagi lembaga 

penyedia dana maupun perusahaan yang sedang membutuhkan dana. 

Lembaga penyedia dana selain dapat membantu perusahaan yang ingin 

melanjutkan kegiatan produksi namun terkendala dana (akad Tabarru’) juga 

akan mendapatkan ujrah dari adanya pengalihan hutang tersebut. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

4 
 

Dalam pengelolaan masalah hutang piutang ini, baik perusahaan 

yang mengambil alih atau yang sedang melakukan pembelian piutang 

mempunyai tujuan untuk melancarkan kegiatan dari perusahaan serta untuk 

menghindari adanya kredit macet. Perusahaan yang mempunyai masalah 

hutang piutang ini akan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya kembali 

dengan baik dan lancar. Insentif/bonus (fee) akan didapatkan oleh 

perusahaan yang menyediakan layanan anjak piutang dari perusahaan  yang 

mempunyai masalah terkait hutang piutang (Qur’an, 2018). 

Fatwa DSN-MUI Nomor tahun 2008 menjelaskan bahwah yang 

dimaksud dengan anjak piutang adalah suatu proses dalam mengalihkan 

piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang memiliki piutang 

kepada pihak lain, kemudian pihak yang ditunjuk oleh pihak yang memiliki 

piutang tersebut melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Anjak piutang sebagai salah satu alternatif 

dari pendanaan usaha, tidak se-populer jenis pendanaan usaha yang lainnya, 

padahal anjak piutang ini dapat dikatakan cukup menjanjikan, terutama 

pada saat krisis ekonomi. Maka dari itu, anjak piutang ini dapat dikatakan 

sebagai salah satu dari sumber dana bagi suatu perusahaan yang pada saat 

itu memang sedang membutuhkan dana dengan segera (Aprianto, 2017). 

Anjak Piutang yang terjadi pada Bank Mitra Syariah adalah anjak 

piutang yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad Qard dan Wakalah 

Bil Ujrah. Akad Wakalah Bil Ujrah digunakan oleh Bank Mitra Syariah 

dalam melakukan perjanjian pengalihan piutang dari Supplier kepada Bank 
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Mitra Syariah, sedangkan terhadap PT. Behaestex, Bank Mitra Syariah 

menggunakan akad Qard. Pembayaran Pembiyaan anjak piutang yang 

terjadi antara Bank Mitra Syariah dengan Supplier terjadi dalam jangka 

waktu satu bulan dan pembayaran PT. Behaestex kepada Bank Mitra 

Syariah dengan ketentuan pembayaran pada saat jatuh tempo (tiga bulan 

setelah akad dibuat) yang ditambah dengan ujrah. Hal ini dilakukan sebab 

PT. Beahestex mampu menghabiskan barang produksi selama tiga bulan 

sehingga pihak Bank Mitra Syariah dan PT. Beahestex sepakat untuk 

melakukan anjak piutang dengan ketentuan pembayaran jatuh tempo selama 

tiga bulan.  

Praktik Wakalah dan Ḥiwalah Dalam kegiatan muamalah yang 

sering dilakukan oleh banyak orang baik orang Islam maupun non Islam. 

Namun khusus bagi kalangan kaum muslimin praktik dua hal tersebut harus 

disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dari kedua hal tersebut mempunyai 

hubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan bagaimana 

penerapannya harus sesuai dengan ekonomi Islam (Hakim et al., 2020). 

Menurut objek akadnya. 

Praktik akad Qard dan Wakalah Bil Ujrah dalam anjak piutang, 

ketentuannya telah diatur dalam Fatwa DSN No.67 DSN-MUI/III/2008 

tentang anjak piutang yang mana dalam pelaksanaannya pihak yang 

mempunyai piutang yang mengajukan pembiayaan anjak piutang kepada 

pihak ketiga dalam hal ini pihak Bank dan akad Qard terjadi juga pada pihak 

yang memiliki piutang. Namun dalam pelaksaan anjak piutang dalam Bank 
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Mitra Syariah dapat dikatakan terdapat perbedaan pelaksanaan dengan 

Fatwa DSN No.67 DSN-MUI/III/2008 yaitu pihak mempunyai hutang yang 

mengajukan pembiayaan ini dan kemudian akad Qard terjadi pada pihak 

yang mempunyai hutang.  

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jelas lagi tentang penerapan pelaksanaan anjak piutang yang dilakukan oleh 

Bank Mitra Syariah berdasarkan Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008. 

Penelitian ini dengan judul “Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang di dalam Bank Mitra Syariah” 

1.2.Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN No. 67 

DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang di dalam Bank Mitra Syariah” 

yaitu: 

1.2.1. Adanya kekeliruhan dalam pelaksanaan sistem pembiayaan anjak 

piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier. 

1.2.2. Terjadinya akad Qard bukan pada pihak yang berpiutang akan tetapi 

pada pihak yang berhutang. 

1.2.3. Dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang kepada pihak yang 

berpiutang, hanya berlaku akad Wakalah Bil Ujrah  saja tanpa adanya 

akad Qard. 
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1.2.4. Terdapat perbedaan implementasi anjak piutang di Bank Mitra Syariah 

dengan implementasi yang ada dalam Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008. 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi-identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat membatasi penelitian ini hanya berfokus pada dua masalah yaitu: 

1.3.1 Pelaksanaan sistem pembiayaan anjak piutang antara Bank Mitra 

Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier. 

1.3.2 Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 tentang anjak 

piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier. 

1.4.Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1.4.1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan anjak piutang antara Bank 

Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier? 

1.4.2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 

tentang anjak piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan 

Supplier? 

1.5.Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelaan terhadap kepustakaan, peneliti menyadari 

bahwa hasil kajian dan juga analisis yang berhubungan dengan anjak piutang 

terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan. penelitian-

penelitian tersebut berupa penelitian akademis yang saling berkaitan dengan 
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apa yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian tersebut menganalisis seputar 

pelaksanaan anjak piutang. 

Tabel 1.1 Hasil dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang 

dilakukan sekarang 

No. Judul dan 

Peneliti 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Implementasi 

Akad 

Ḥawalah di 

BMT Fajar 

Kota Metro. 

(Eris Aprilia) 

Di dalam 

praktiknya, akad 

Ḥawalah ini 

dilakukan oleh 

anggota BMT 

Fajar Kota Metro 

yang sebelumnya 

telah mengajukan 

pinjaman untuk 

modal usaha dan 

kemudian 

mengalami 

penurunan atau 

kerugian. 

Mekanisme akad 

Ḥawalah dalam 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

pelaksanaan 

pengalihan 

hutang dalam 

lembaga 

keuangan 

Islam. 

 

 

Pada BMT 

Fajar Metro, 

pembiayaan 

anjak piutang 

dilakukan oleh 

anggotanya, 

sedangkan 

pada penelitian 

ini dilakukan 

oleh 2 instansi 

yang berbeda 

yakni PT. 

BEHAESTEX 

dan Bank Mitra 

Syariah. 
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BMT Fajar Kota 

Metro yaitu 

apabila semua 

yang telah 

dipersyaratkan 

terpenuhi, maka 

selanjutnya 

adalah melakukan 

pendekatan 

terhadap pihak 

anggota secara 

musyawarah 

tentang keinginan 

pengalihan hutang 

tersebut. Akan 

tetapi sebelum 

musyawarah itu 

berlangsung, 

pihak anggota 

yang ingin 

mengalihkan 

hutangnya harus 

terlebih dahulu 
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melakukan 

pendekatan 

terhadap pihak 

yang akan 

menerima 

pengalihan 

hutangnya, jika 

sudah mencapai 

kesepakatan, 

maka pihak BMT 

Fajar Kota Metro 

akan me-

musyawarahkan 

dengan pihak 

anggota dan juga 

pihak yang akan 

menerima 

pengalihan 

tersebut bahwa 

pihak yang akan 

menerima 

pengalihan itu 

bersedia melunasi 
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hutang-hutang 

dari pihak 

anggota. Setelah 

terjadi suatu 

kesepakatan, 

maka terjadi 

perpindahan 

kewajiban 

pembayaran 

hutang oleh pihak 

anggota kepada 

pihak yang 

dialihkan 

hutangnya (di-

Ḥawalahkan). 

(Aprilia, 2017). 

2 Praktik 

Pengalihan 

Hutang 

Menurut 

Hukum Islam 

dan Fatwa 

DSN NO. 

Dalam pelaksaan 

pengalihan hutang 

ini ada dua akad 

yang digunakan 

yaitu akad Qard 

dan akad 

Murabaḥah. 

sama-sama 

membahas 

mengenai 

pelaksaan 

pengalihan 

hutang dalam 

lembaga 

penggunaaan 

akad Qard dan 

Murabaḥah 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunkan 
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31/DSN-

MUI/VI/2002 

di PT. BPRS 

Lantabur 

Tebuireng 

Cabang 

Gresik. 

(Frida 

Melani) 

kemudian 

pembayarannya 

secara angsur 

dengan akad 

Murabaḥah.  

Nasabah dari 

BPRS ini terlebih 

dahulu datang 

dengan 

mengajukan 

permohonan 

pembiayaan 

kepada pihak 

Customer Service, 

kemudian mengisi 

form pengajuan 

pembiayaan dan 

melengkapi 

persyaratan,. 

Setelah semua 

persyaratan 

terpenuhi dan 

telah ditindak 

keuangan 

Islam.  

akad Wakalah 

Bil Ujrah dan 

Qard 
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lanjuti oleh pihak 

Account Officer, 

pihak BPRS 

Lantabur ini akan 

melakukan 

analisis secara 

mendalam. 

Setelah semua 

proses pengajuan 

ini resmi 

disetujui, 

selanjutnya pihak 

BPRS Lantabur 

akan mencairkan 

dana talangan 

untuk melunasi 

hutang 

nasabahnya 

kepada Bank 

Konvensional 

dengan 

didampingi oleh 

pihak BPRS 
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Lantabur. Setelah 

hutangnya kepada 

Bank 

Konvensional 

lunas, selanjutnya 

nasabah 

menyerahkan 

bukti kelunasan 

kepada pihak PT. 

BPRS Lantabur 

Cabang Gresik 

disertai dengan 

penyerahkan asset 

jaminannya. 

Setelah terjadi 

perpindahan asset 

kepada pihak PT. 

BPRS Lantabur 

Cabang Gresik, 

kemudian BPRS 

Lantabur Cabang 

Gresik menjual 

asset/barang 
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tersebut dengan 

akad Murabaḥah 

kepada nasabah. 

Selanjutnya, 

nasabah wajib 

membayar 

angsuran 

pembiayaan 

Murabaḥah 

kepada PT. BPRS 

Lantabur Cabang 

Gresik (Melani, 

2019). 

 

3 Tinjauan 

Transaksi 

Anjak 

Piutang 

Terhadap 

Praktik 

Arisan Ibu 

Rumah 

Tangga 

Bentuk praktik 

transaksi anjak 

piutang arisan 

yang dilakukan 

oleh Ibu Rumah 

Tangga di Desa 

Bone Kecamatan 

Bajeng 

Kabupaten Gowa 

sama-sama 

membahas 

menganai 

praktik 

transaksi anjak 

piutang 

lebih berfokus 

pada 

pelaksanaannya 

yang 

mengandung 

unsur Gharar 

dan Riba, 

sedangkan 

pada penelitian 
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Berdasarkan 

Perspektif 

Islam (Studi 

Di Desa 

Bone 

Kec.Bajeng 

Kab. Gowa). 

(Abuzar) 

adalah 

mengalihkan 

tagihan 

pembayaran 

arisan untuk 

mendapatkan 

dana yang 

dibutuhkan disaat 

ada kebutuhan 

mendesak dan 

tidak ada jalan 

lain lagi dengan 

catatan ada 

kelebihan atau 

penambahan 

keuntungan yang 

akan diterima oleh 

pihak yang 

nemerima 

pengalihan hutang 

tersebut. 

Pelaksanaan anjak 

piutang semacam 

ini berfokus 

pada 

kesesuaian 

akad yang 

digunakan 

dalam anjak 

piutang 

berdasarkan 

Fatwa DSN 

No.67 DSN-

MUI/III/2008 
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ini dianggap tidak 

sesuai dengan 

kaidah syariah 

sebab di dalam 

transaksi harus 

mengutamakan 

nilai keadilan 

yaitu tidak adanya  

unsur Maishir, 

Gharar dan Riba 

sedangkan dalam 

pelaksanaan anjak 

piutang arisan ibu 

rumah tangga 

yang terjadi di 

Desa Bone 

Kecamatan 

Bajeng 

Kabupaten Gowa 

ini dapat 

dikatakan 

mengandung 

unsur Gharar dan 
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Riba. Dalam 

transaksi ini 

dikatakanGharar 

sebab ada 

ketidakpastian 

waktu pelunasan 

arisan. Sedangkan 

Riba dalam 

transaksi ini 

terletak pada 

adanya tambahan 

atau kelebihan 

yang bersyarat 

terhadap 

pengalihan hutang 

tersebut (Abuzar, 

2018).  

4 Analisis 

Implementasi 

Take Over 

Pada 

Pembiayaan 

Hunian 

Bank Muamalat 

Indonesia Cabang 

Pembantu 

Mojokerto 

memberikan Qard 

(pinjaman)} 

sama-sama 

membahas 

implementasi 

anjak piutang 

dan juga 

pengalihan 

hutang terjadi 

karena nasabah 

ingin berpindah 

dari Bank 

Konvensional 
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Syariah  

(Studi Pada 

Pt. Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Cabang 

Pembantu 

Mojokerto). 

(Adi 

Purwanto) 

kepada 

nasabahnya untuk 

melunasi sisa 

hutang pokok atau 

biasa disebut 

outstanding yang 

ada pada Bank 

Konvensional. 

Dengan ada 

pinjaman} 

tersebut, nasabah 

dapat melunasi 

kreditnya di Bank 

Konvensional, 

sehingga aset 

(dalam hal ini 

rumah nasabah) 

yang dibeli 

dengan kredit di 

Bank 

Konvensional 

dapat menjadi 

milik nasabah 

terjadi pada 

Bank Syariah 

 

 

ke Bank 

Syariah, 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

pengalihan 

hutang terjadi 

disebabkan PT. 

BEHAESTEX 

tidak mampu 

membayar 

bahan produksi 

dari 

Suppliernya. 

Selain itu, 

dalam skripsi 

tersebut 

menggunakan 

akad Qard dan 

Murabaḥah, 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 
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secara seutuhnya. 

Untuk 

Selanjutnya 

nasabah akan 

menjual aset 

tersebut kepada 

Bank Muamalat 

Indonesia, dan 

dari hasil 

penjualan itu, 

nasabah tersebut 

dapat melunasi 

pinjamannya 

kepada Bank 

Konvensional. 

Kemudian Bank 

Muamalat 

Indonesia akan 

menjual kembali 

aset itu dengan 

akad Murabaḥah 

(jual-beli) dengan 

ketentuan 

menggunakan 

akad Wakalah 

Bil Ujrah dan 

Qard. 
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pembayaran 

secara tidak 

langsung (cicilan). 

Take Over yang 

dilakukan Bank 

Muamalat 

Indonesia Cabang 

Pembantu 

Mojokerto jika 

dilihat dengan 

pandangan 

ekonomi Islam, 

maka prosesnya 

sudah sesuai 

dengan ketentuan 

syariah sebab 

dalam 

pelaksanaan 

Pembiayaan Take 

Over pada hunian 

syariah terdapat 

dua akad namun 

waktu 
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pelaksanaanya 

tidak bersamaan 

yaitu akad Qard 

terlebih dahulu 

kemudian diakhiri 

dengan akad 

Murabaḥah 

(Purwanto, 2016). 

5. Pengalihan 

Hutang 

dalam 

Ekonomi 

Islam. 

(Fasiha) 

Pelaksanaan 

Ḥiwalah atau  

Take Over dalam 

hal ini, bank 

syariah bertindak 

sebagai pihak 

yang mewakili 

calon nasabahnya 

untuk melunasi 

sisa kreditnya di 

Bank 

Konvensional. 

Kemudian 

mengambil bukti 

lunas, surat asli  

Persamaan: 

sama-sama 

menjelaskan 

pelaksanaan 

Take Over 

atau anjak 

piutang. 

dalam jurnal 

tersebut 

membahas 

mengenai 

pelaksanaan 

Take Over dari 

Bank 

Konvensional 

ke Bank 

Syariah, 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

membahas 

mengenai 
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agunan, polis 

asuransi, serta 

perizinan. Dengan 

begitu barang 

yang  dikreditkan 

tersebut  menjadi  

milik  nasabah 

sepenuhnya. 

Kemudian, 

nasabah menjual 

barang tersebut 

kepada Bank 

Syariah untuk  

melunasi 

hutangnya. Untuk 

selanjutnya Bank  

Syariah akan  

menjual  lagi  

barang tersebut 

kepada  

nasabahnya  

dengan 

memberikan 

pelaksanaan 

anjak piutang 

antara Bank 

Mitra Syariah, 

PT. Behaestex 

dan juga 

Supplier. 
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pilihan  akad yang 

sudah tertera  

dalam Fatwa 

Dewan Syari’ah  

Nasional  No:  

31/DSN-

MUI/VI/2002 

mengenai 

Pengalihan 

Hutang (Fasiha, 

2016). 

 

Dari kajian penelitian yang telah dipelajari oleh peneliti, pada dasarnya 

memiliki subtansi yang berbeda dengan fokus dalam penelitian ini. Mengenai 

hal tersebut, maka peneliti mengangkat tema yang berjudul “Implementasi 

Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang di Dalam Bank 

Mitra Syariah” 

1.6.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1.6.1. Untuk mengetahui praktik sistem pembiayaan anjak piutang antara 

Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex dan Supplier. 
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1.6.2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN No.67 DSN-

MUI/III/2008 tentang anjak piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. 

Behaestex, dan Supplier.  

1.7.Kegunaan Hasil Penelitian 

1.7.1. Kegunaan ilmiah 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki 

kontribusi di dalam memperkaya khazanah keilmuan dan juga 

kesetaraan dalam mengembangkan pandangan pemikiran yang 

berkaitan dengan anjak piutang dalam pembiayaan di Perbankan 

Syariah. Selain iu, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

referensi atau rujukan masyarakat umum mengenai akad yang 

digunakan di dalam pembiayaan anjak piutang yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

1.7.2. Kegunaan terapan 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan ataupun masukan dalam melaksanakan anjak 

piutang  yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga kegiatan ber-

muamalah dapat berjalan dengan semestinya dan tidak bertentangan 

dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai bahan penambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pelaksanaan anjak piutang kepada masyarat umum. 

1.8. Kontribusi Riset 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

teori baru mengenai bagaimana pelaksanaan anjak piutang berdasarkan Fatwa 
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DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga 

diharapkan mampu mengedukasi masyarakat umum tentang muamalah yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

1.9. Definis Operasional 

Penelitian ini berjudul Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang di Dalam Bank Mitra Syariah. Beberapa 

istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut adalah: 

Implementasi : Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan 

dari suatu tindakan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dalam hal ini implementasi yang dilakukan 

oleh Bank Mitra Syariah dalam menjalankan tujuannya 

untuk membantu sesama dan mendapatkan pemasukan 

(ujrah) berupa pelaksanaan kerjasama anjak piutang 

dengan PT. BEHAESTEX.  

Fatwa DSN : Fatwa DSN merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional MUI yang mana fatwa tersebut 

berbentuk peraturan-peraturan yang bersifat hukum 

posistif yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para 

pelaku ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan anjak 

piutang di Indonesia, diatur dalam Fatwa DSN No.67 

DSN-MUI/III/2008 yang mana dalam fatwa tersebut 

terdapat dua akad dalam pelaksaannnya yaitu akad 

Wakalah Bil Ujrah dan akad Qard.  
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Anjak Piutang :Anjak piutang merupakan pembiayaan pembelian atau 

pengalihan hutang jangka pendek dari suatu perusahaan 

beserta pengurusan terhadap piutang tersebut. Dalam 

Bank Mitra Syariah, anjak piutang ini merupakan 

sebuah produk pelayanan keuangan yang digunakan 

untuk melakukan pengalihan hutang yang terjadi antara 

Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex dan Supplier. 

Bank Mitra Syariah : Bank Mitra Syariah merupakan perbankan yang dalam 

menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Yang berlokasi di Ruko Andalusia Square Blok 

A2 Jl. R.A. Kartini No. 7, Gresik Jawa Timur. 

1.10. Sistematika Skripsi 

 Di dalam penyusunan skripsi, diperlukan adanya perencanaan agar 

skripsi dapat berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan yang diharapkan 

oleh peneliti. Sehingga peneliti melakukan penyusunan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

 Bab pertama, yang berupa pendahuluan. Pendahuluan merupakan 

awalan pembahasan dan sebagai pengantar dari pembahasan-pembahasan 

yang selanjutnya. Adapun yang dibahas dalam bab pertama yaitu: latar 

belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kontribusi riset, 

definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika 

pembahasan. 
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 Bab kedua, yang berisi pemaparan landasan teori yang membahas 

tentang akad Wakalah Bil Ujrah dan akad Qard sebagai akad yang digunakan 

dalam anjak piutang. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas mengenai 

teori dari anjak piutang dan juga penjelasan tentang sistem pembayaran. 

 Bab ketiga,  yang berisi data yang diperoleh oleh peneliti saat 

melakukan penelitian. Dalam bab tiga ini berisi pendekatan penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik 

keabsahan data, dan teknik analisis data. 

 Bab keempat, yang berisi data dari hasil penelitian tentang 

pelaksanaan anjak piutang yang terjadi antara Bank Mitra Syariah dengan 

PT. Behaestex, dan Supplier. Pada hasil penelitian, peneliti memaparkan data 

diantaranya: profil Bank Mitra Syariah, profil PT. Behaestex, ruang lingkup 

dan pelaksaan anjak piutang, dan sistem pembayaran anjak piutang. 

 Bab lima, yang berisi tentang hasil analisis dari pelaksanaan anjak 

piutang antara Bank Mitra Syariah dengan PT. Behaestex dan Supplier. Di 

bab kelima ini akan dipaparkan mengenai pelaksanaan dari akad Wakalah Bil 

Ujrah dan Qard yang diterapkan oleh Bank Mitra Syariah dalam perjanjian 

anjak piutang tersebut jika ditinjau dari Fatwa DSN NO.67 DSN-

MUI/III/2008 tentang anjak piutang. 

 Bab enam, yaitu bab yang terakhir dalam penelitian yang mana 

memuat tentang kesimpulan dan saran dan keterbatasan penelitian. 

Kesimpulan dalam penelitian ini akan menyajikan beberapa hal yang 

mempunyai keterkaitan dengan hasil penelitian, sementara itu, saran akan 

memuat beberapa masukan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan. 
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Sementara dalam keterbatasa penelitian akan memaparkan keterbatasan 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

1.1. Landasan Teori 

1.1.1. Wakalah 

1.1.1.1. PengertianWakalah  

  Wakalah adalah suatu proses pelantikan 

seseorang untuk mengambil alih posisi dari orang yang 

melantiknya tersebut untuk mengerjakan tugas dari orang 

yang diwakilkan. Glossari Himpunan Fatwa Syariah 

Nasional menjelaskan bahwah Wakalah adalah suatu akad 

pelimpahan kekuasaan oleh pihak yang satu terhadap 

pihak yang lain dalam hal yang boleh untuk diwakilkan 

(Wiroso, 2011). 

Para ulama’ memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai pengertian Wakalah diantaranya: 

a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah merupakan 

akad penyerahan kekuasaan, yang pelaksanaannya 

dengan menunjuk orang lain sebagai penggantinya 

dalam melakukan sebuah tindakan (bertaṣarruf).   

b. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah merupakan 

pelimpahan kekuasaan terhadap seseorang kepada 

orang lain dalam beberapa hal yang boleh  untuk 

diwakilkan.   
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c. Ulama Malikiyah, Wakalah merupakan suatu tindakan 

seseorang untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain 

guna melakukan tindakan-tindakan yang merupakan 

haknya di mana tindakan tersebut tidak memiliki 

keterkaitan dengan  pemberian kuasa setelah dia 

meninggal, sebab jika tindakan tersebut dikaitkan 

dengan tindakan setelah dia meninggal maka tindakan 

tersebut sudah berbentuk wasiat.  

d. Menurut Ulama Syafi‟iah mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan Wakalah adalah suatu bentuk 

ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian 

suatu hal oleh seseorang terhadap orang lain dengan 

tujuan orang lain tersebut dapat melaksanakan apa 

yang boleh dikuasakan atas nama orang yang memberi 

kuasa.  

e. Menurut Idris Ahmad, al-Wakalah adalah 

penyerahkan suatu urusan oleh seseorang kepada 

orang lain yang mana hal tersebut dibolehkan oleh 

syara’ agar yang diwakilkan dapat mengerjakan apa 

yang seharusnya dilakukan dan hal ini berlaku selama 

yang mewakilkan belum meninggal (Suhendi, 2013). 

1.1.1.2. Rukun dan Syarat Wakalah 

Terdapat beberapa rukun dan syarat Wakalah  diantaranya: 

a. Orang yang mewakilkan (Muwakkil) dengan syarat: 
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1) Pemilik sah (dapat bertindak) terhadap hal yang 

diwakilkan. 

2) Seorang Mukallaf atau Mumayyiz dalam batasan 

tertentu, yakni dalam hal-hal yang memiliki 

manfaat bagi dirinya seperti mewakilkan orang 

lain untuk menerima hibah, menerima sedekah dan 

hal-hal yang lain.  

3) Orang yang mewakili (Wakil), dengan syarat: 

4) Cakap hukum. 

5) Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan 

terhadap dirinya. 

6) Wakil merupakan orang yang diberikan amanat 

untuk mengerjakan suatu hal dari orang yang 

diwakilinya. 

b. Hal-hal yang diwakilkan 

1) Orang yang mewakili dengan jelas mengetahui hal 

yang diwakilkan tersebut. 

2) Tidak ada pertentangan dengan syariah Islam. 

3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam (Fatwa 

DSN MUI, 2000). 

1.1.1.3. Dasar Hukum Wakalah  

a. Q.S. al-Baqarah [2]: 283  
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تُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلََْ تََِدُوْا كَاتبِاً فَرهِٰنٌ مَّقْبُ وْضَةٌ ۗ امَِنَ بَ عْضُكُمْ  فاَِنْ    وَاِنْ كُن ْ
فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِى اؤْتُُِنَ امََان َ  َ    تَهُ بَ عْضًا   وَلََ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ   ۗربََّهُ وَلْي َتَّقِ اللّٰ 

بِاَ تَ عْمَلوُْنَ عَليِْمٌ  ۗقَ لْبُهُ  اٰثٌِِ  فاَِنَّهُ  وَمَنْ يَّكْتُمْهَا    ُ   وَاللّٰ 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang peneliti, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian dari kamu 

mempercayai sebagian yang lainnya, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan 
hal tersebut, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan” (Kemenag, 2021). 
 

b. QS. Yusuf Ayat/12: 55. 

عَلٰى خَزاَۤىِٕنِ الََْرْضِ  ْ حَفِيْظٌ عَليِْمٌ  ۚقاَلَ اجْعَلْنِِْ     اِنّ ِ

Artinya: “Yusuf berkata: Jadikanlah aku bendaharawan 

negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang 
pandai menjaga, lagi berpengetahuan” (Kemenag, 2021). 

 

c. QS. Al-Kahfi ayat 19. 

تًمْ ۗ قاَلوُْا  قاَلَ فَآئِلٌ مِ نْكًمْ كَمْ لبَثِ ْ ن َهُمْ ۗ  ليِ َتَسَآءَلوُْا بَ ي ْ هُمْ  ن ٰ وكََذٰلِكَ بَ عَث ْ
قاَلوُْ  ناَ يَ وْمًا اوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ ۗ  احََدكَُمْ  ا ربَُّكُمْ اعَْ لبَثِ ْ تُمْ ۗ فَ ب ْعَثُ وْ ا  لَمُ بِاَ لبَثِ ْ

فَ لْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِ نْهُ   نْظُرْ ايَ ُّهَآ ازَكْٰى طعََامًا  بوَِرقِقُِمْ هٰذِهِ  اِلى الْمَدِيْ نَةِ فَ لْي َ
    وَلْي َت َلَطَّفْ وَلََ يشُْعِرَنَّ بِكُمْ احََدَ 

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, 
agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di 

antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu 

berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di 
sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), 

“Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada 

(di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, 
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dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan 
hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-

kali menceritakan halmu kepada siapa pun (al-Kahfi: 19) 

(Kemenag, 2021) 

 
d. QS. An-Nisa’ ayat 35. 

اِنْ يرُيِْدَآ اِصْلََحًا   فاَبْ عَثُ وْا حَكَامًا مِ نْ اهَْلهَِا ۚ  وَاِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنهِِمَا 
                            اِنَّ اللهَ كَانَ عَليِْمًا خَبِيْْاً ۗي ُّوَفِ قِ اللهُ بَ يْنهُِمَا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai 
dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari 

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah 

Mahateliti, Maha Mengenal. (Kemenag, 2021)   
 

e. Hadits Riwayat Abu Daud 

بْنِ عَبْدِ اللَِّّ   ُ  -وَعَنْ جَابِرِ  اللَّّ إِلَى رَضِيَ  أَرَدْتُ الَْْرُُوجَ  قاَلَ:  عَن ْهُمَا) 
خَيْبَََ, فَأتََ يْتُ الَنَّبَِِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: إِذَا أتََ يْتَ وكَِيلِي بِِيَْبَََ, 

أبَوُ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ    فَخُذْ مِنْهُ خََْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا(          رَوَاهُ 

Artinya : Dari Jabir RA. Ia berkata: aku keluar pergi ke 

Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. maka 
beliau bersabda: “bila engkau datang pada wakilku di 

Khaibar, maka ambillah darinya l5 (lima belas) wasaq.” 

(HR. Abu Daud) (Ali, 2004). 
 

1.1.2. Wakalah Bil Ujrah 

1.1.2.1. Pengertian Wakalah Bil Ujrah 

Wakalah Bil Ujrah adalah suatu perikatan diantara 

dua belah pihak pemberi kuasa (Muwakil)  terhadap pihak 

yang diberi kuasa (Wakil), yang mana (Wakil) bertindak 

untuk mewakilkan mengerjakan sesuatu dan Muwakil 

memberikan ujrah (fee/upah) kepada Wakil yang telah 
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mengerjakan tugasnya dari Muwakil dengan baik dan tidak 

boleh membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Jadi 

dapat dikatakan bahwa akad Wakalah Bil Ujrah akan 

memunculkan sumber kewajiban yang harus dipenuhi 

(Ernawan & dkk, 2009). 

Akad Wakalah Bil Ujrah yaitu akad pemberian kuasa 

(Wakalah) dengan pemberian fee (ujrah) yang termasuk  

ijtihad baru di dalam muamalah kontemporer yang mana 

akad ini bisa dijumpai dalam lembaga keuangan Bank. 

Akad Wakalah Bil Ujrah, diperbolehkan oleh syariat Islam 

yang berdasarkan ketatapan dari Majelis Ulama Indonesia. 

(Madinah et al., 2019) 

1.1.2.2. Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah 

Pelaksanaan akad Wakalah Bil Ujrah telah diatur dalam 

Fatwa DSN - MUI NO: 113/DSN/MUI/IX/2017. 

a. Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi ul-Ujrah  

1) Akad Wakalah Bil Ujrah harus dinyatakan secara 

tegas dan juga jelas sehingga dapat dimengerti  

dengan baik oleh Wakil maupun Muwakkil. 

2) Akad Wakalah Bil Ujrah boleh dilakukan secara 

lisan, tertulis, isyarat, maupun perbuatan atau 

tindakan, dapat juga dilakukan dengan cara 

elektronik asalkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil  

1) Muwakkil dan Wakil boleh berupa orang atau yang 

dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum. 

2) Muwakkil dan Wakil wajib cakap hukum. 

3) Muwakkil memiliki kewenangan penuh untuk 

memberikan kuasa kepada pihak lain.  

4) Muwakkil mempunyai kemampuan penuh untuk 

bisa membayar ujrah. 

5) Wakil harus memiliki kemampuan untuk 

mengerjakan perbuatan hukum yang dibebankan 

kepadanya. 

c. Ketentuan terkait Obyek Wakalah 

1) Wakalah Bil Ujrah hanya boleh dilakukan terhadap 

suatu kegiatan atau perbuatan hukum yang dapat 

diWakalahkan.  

2) Obyeknya berupa pekerjaan/perbuatan yang 

tertentu dan wajib diketahui secara jelas baik oleh 

Wakil dan maupun Muwakkil. 

3) Obyek harus dapat dilaksanakan oleh Wakil.  

4) Akad Wakalah Bil Ujrah boleh dibatasi oleh jangka 

waktu.  
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5) Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain 

atas izin dari Muwakkil (pemberi kuasa). 

6) Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian 

yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, 

kecuali jika disengaja dalam melakukan kesalahan 

yang menimbulkan kerugian. 

d. Ketentuan terkait Ujrah 

1) Ujrah dapat berupa uang atau barang yang boleh 

dimanfaatkan. 

2) Kuantitas maupun kualitas ujrah harus jelas, baik 

berupa angka nominal, prosentase tertentu, maupun 

rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak-

pihak yang berakad. 

3) Ujrah boleh dibayarkan secara tunai, 

angsur/bertahap, dan juga tangguh sesuai dengan 

syariah, kesepakatan diantara kedua belah pihak, 

dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

4) Ujrah  yang telah disepakati tersebut boleh ditinjau 

ulang atas manfaat yang belum diterima oleh 

Muwakkil sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN 

MUI, 2017). 
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1.1.3. Qard 

1.1.3.1. Pengertian Qard 

Menurut bahasa Qard berasal dari kata Qarada 

yaitu sinonim dari kata Qatha’a yang memiliki arti  

memotong. Qard diartikan memotong karena orang 

yang memberikan hutang memotong sebagian dari 

hartanya untuk kemudian diberikan kepada yang yang 

menerima hutang tersebut atau biasa disebut dengan 

Muqtaridh.  Sedangkan menurut istilah menurut Hanafi, 

Qard merupakan harta yang diberikan kepada orang lain 

dari Mal-Mitsli untuk kemudian dibayar atau 

dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, Qard 

merupakan suatu perjanjian yang khusus untuk 

menyerahkan harta (Mal-Mitsli) kepada orang lain 

untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang 

diterimanya (Yazid, 2017). 

    Menurut Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008, 

Qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah tersebut wajib untuk 

mengembalikan dana yang sudah diterimanya dalam 

jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menurut 

fatwa MUI, Qard adalah pinjaman yang diberikan 

kepada nasabah (Muqridh) yang sedang memerlukan. 

Nasabah Qard ini hukukmnya wajib untuk 
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mengembalikan sejumlah pokok yang diterimanya pada 

waktu yang telah disepakati bersama (Ash-Shiddiqy, 

2018). 

 Menurut Santoso, terdapat 4 karakteristik 

pembiayaan Qard yaitu: 

1. Orang yang meminjakn dalam pembiayaan Qard ini 

tidaklah diperkenankan untuk mengambil 

keuntungan apapun dikarenakan hal tersebut sama 

dengan riba. 

2. Dalam pembiayaan Qard, akad yang digunakan 

adalah akad pinjam-meminjam yang mana ketika 

barang/uang sudah diterima oleh orang yang 

meminjam, maka barang/uang yang dipinjam 

tersebut berada dalam tanggung jawabnya, dengan 

kewajiban untuk menggembalikan sejumlah yang 

sama dengan jumlah saat meminjam. 

3. Pada umumnya, Qard  mempunyai batas waktu yang 

tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan 

maka hal tersebut akan lebih baik, karena lebih 

memudahkan bagi orang yang meminjam. 

4. Jika Qard tersebut dalam bentuk uang, dalam 

pengembaliannya nominalnya juga harus sama 

dengan nominal saat meminjam (Budiman, 2013). 
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1.1.3.2. Dasar Hukum Qard 

Para ulama’ bersepakat untuk memperbolehkan 

adanya transaksi yang menggunakan akad Qard yang mana 

hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dan juga hadits 

Nabi Muhammad SAW. 

a. QS. Al-Hadid ayat 11 

ذَا الَّذِيْ ي قُْرِضُ اللّٰ َ  فَ يُضٰعفَِهُ مَنْ  قَ رْضًا حَسَناً    اجَْرٌ كَريٌِْ وَلَهُ    لَهُ    

Yang artinya: “siapakah yang mau meminjamkan 

kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat 

gandakan (balasan) atas pinjaman tersebut untuknya 

dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” 

(Kemenag, 2021). 

 

b. QS. Al-Baqarah ayat 280 

قُ وْا خَيٌْْ لَّكُمْ اِنْ  وَاِنْ كَانَ ذوُْ عُسْرةٍَ فَ نَضِرةَُ  اِلٰى مَيْسَرةٍَ ۗ وَانَْ تَصَدَّ
تُمْ تَ عْلَمُوْنَ كُن ْ   

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, 

maka berikanlah batas waktu sampai dia memperoleh 

kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, ihi lebih 

baik bagimu jika kamu mengetahui (Kemenag, 2021). 

 

c. Hadits Nabi Muhammad SAW. 

أَنَّ النَّبَِِّ صَلَّى   الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ  عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ 
إِلََّ كَانَ كَصَدَقتَهَِا مَرَّةً  قَ رْضًا مَرَّتَيِْْ   ي قُْرِضُ مُسْلِمًا 

Yang artinya: Ibnu Mas’ud menceritakan bahwa Nabi 
Muhammad SAW. Bersabdah, “bukanlah seorang 

muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) 

dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” 
(HR. Ibnu Majah) (Yazid, 2017). 
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1.1.3.3. Rukum dan Syarat Qard 

a. Adanya ‘Aqid baik orang yang menghutangi (Muqaridh) 

Smaupun orang yang menerima hutang (Muqridh) 

harus cakap hukum dan memiliki kemampuan dalam 

melakukan muamalah. 

b. Ma’qud ‘Alaih yaitu objek dari pelaksanaan akad Qard 

baik berupa barang yang ditakar (Makilat), barang yang 

ditimbang (Mauzunat), maupun barang-barang yang 

tidak memiliki persamaan di pasar (Qimiyat), seperti  

hewan, barang dagangan, dan juga barang yang 

dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang dapat 

dijadikan objek dalam jual beli, maka boleh untuk 

dijadikan objek dalam melaksanakan akad Qard. 

c. Shighat atau ijab-qabul yaitu ungkapan atau lafal Qard 

(hutang atau pinjam) dan Salaf (hutang) atau dengan 

lafal lain yang mana dapat mengandung arti  

kepemilikan. (Yazid, 2017) 

1.1.3.4. Manfaat dari akad Qard 

a. Adanya pencitraan dari masyarakat dan juga nasabah 

mengenai performa dari Bank Syariah sebagai sebuah 

bank yang mana dapat memberikan bantuan kepada 

kaum ḍuafah dalam meningkatkan perekonomiannya. 
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b. Dengan adaya akad Qard, Bank sedari awal bisa 

membina calon-calon nasabah potensial yang dapat 

dibantu melalui produk-produk pembiayaan yang 

komersil yang dimilikinya dikarenakan telah teruji  

pada saat nasabahnya itu menikmati produk Qardul 

Hasan. 

c. Dengan adanya pengelolaan dana Qard secara baik, 

maka hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi 

para Muzakki lainnya yang berkeinginan untuk 

mempercayakan zakatnya untuk dikelolah oleh Bank 

Syariah. 

d. Dapat meningkatkan kepercayaan dari Stockholder  

karena Bank Syariah dapat melakukan bisnis akhirat 

dengan baik dan mampu memberi manfaat bagi daerah. 

Dengan adanya promosi produk-produknya secara tidak 

langsung, Bank akan terbantu melaui nasabah Qardul 

Hasan. 

e. Secara makro, akad Qard dapat memberikan manfaat 

tidak langsung bagi keseluruhan kegiatan 

perekonomian. Kareana akad Qard dapat membuat 

Velocity Of Money atau biasanya disebut pertukaran 

uang yang mana dengan adanya akad Qard ini maka 

perputaran uang dapat terjadi lebih cepat sehingga 
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dapat meningkatkan pendapatan Nasional (Yazid, 

2017). 

1.1.4. Anjak Piutang 

1.1.4.1. Pengertian Anjak Piutang 

  Anjak piutang adalah suatu teknik didalam 

pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang 

bersangkutan tersebut menjual atau menyerahkan hak atas 

piutangnya itu kepada perusahaan anjak piutang (factor). 

Factor atau perusahaan anjak, dapat berupa Bank maupun 

lembaga keuangan lainnya. Untuk selanjutnya, factor akan 

menyerahkan uang kepada perusahaan yang sedang 

mengajukan anjak piutang sebesar persentase yang tertentu 

dari jumlah nilai piutang.  Berdasarkan prinsip  syariah, 

konsep anjak piutang (factoring) sering disamakan dengan 

istilah Ḥiwalah, karena dalam segi operasionalnya, mirip 

dengan pelaksanaan Ḥiwalah yang ada dalam perbankan 

syariah. (Antonio, 2001) 

Ḥiwalah adalah proses mindahkan hutang dari satu 

tanggungan terhadap tanggungan yang lain dengan hutang 

yang sama. (Ar-R & Al-Jaziri, 1994). Sedangkan menurut 

Syafi’i Antonio Ḥiwalah merupakan pengalihan hutang 

dari orang memiliki hutang kepada orang lain yang wajib 

untuk menanggungnya. (Antonio, 2001). Zulkifli 
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berpendapat Ḥiwalah merupakan akad pemindahan piutang 

yang dimiliki nasabah (Muhil) kepada Bank (Muhal ‘alaih) 

dari nasabah lain (Muhal). Dalam pelaksanaannya, Muhil 

meminta kepada Muhal ‘alaih untuk membayarkan terlebih 

dulu piutang yang dimilikinya yang timbul dari adanya 

transaksi jual beli diantara Muhil dan Muhal. Pada saat 

piutang tersebut jatuh tempo, maka Muhal wajib 

membayar hutangnya tersebut kepada Muhal ‘alaih. Dan 

kemudian, Muhal ‘alaih akan memperoleh imbalan jasa 

atau fee atau ujrah atas pemindahan hutang tersebut. 

(Zulkifli, 2003). Dalam mengantisipasi terjadinya risiko 

yang merugikan yang akan timbul dikemudian nanti, maka 

Bank perlu melakukan survey terlebih dahulu atas 

kemampuan dari pihak yang berhutang dan kebenaran dari 

transaksi antara pihak yang memindahkan piutangnya 

dengan pihak yang berhutang. (Karim, 2004)  

1.1.4.2. Dasar Hukum 

Hukum Ḥiwalah dan anjak piutang adalah mubah 

atau boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan dengan 

syarat Ḥiwalah dan anjak piutang hanya diperbolehkan 

pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda 

dikarenakan Ḥiwalah adalah perpindahan hutang. 

a. QS. al-Baqarah ayat 245: 
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ذَا الَّذِيْ ي قُْرِ  فَ يُضٰعفَِهُ ضُ اللّٰ َ مَنْ  قَ رْضًا حَسَناً  ُ    اضَْعَافاً كَثِيْْةًَ ۗلَهُ      وَاللّٰ 
طُ ۖيَ قْبِضُ    وَاِليَْهِ تُ رْجَعُوْنَ  وَيَ بْصُ 

Yang artinya: “Siapakah yang mau memberi 
pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 

akan melipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan 

kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (Kemenag, 
2021). 

 

Dapat dilihat dari ayat diatas, bahwa Islam 

menganjurkan untuk melunasi hutangnya jika sudah 

sanggup atau mampu untuk membayarnya agar 

terbebas dari tanggung jawab. Jika sesorang telah 

mampu untuk membayar hutang akan tetapi tidak 

ia lakukan, maka ia telah mengerjakan kezaliman. 

Namun, apabila ia tidak mampu untuk 

membayarnya secara langsung, maka ia dapat 

mengalihkan hutangnya tersebut kepada seseorang 

yang lain yang memiliki kemampuan untuk 

membayarnya.  

b. Hadist Nabi Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, 

Al-Tirmidzi, Ibnu Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi 

Muhammad SAW. Bersabda: 

نْ ياَ، فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ   مَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
عَوْنِ أَخِيْهِ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِياَمَةِ، وَاللهُ فِِْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِِْ    
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Artinya: Barang siapa yang melepaskan dari 
seorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan 

melepaskan dari orang tersebut suatu kesulitan 

pada hari kiamat; Allah senantiasa menolong 
hamba selama hamba itu menolong saudaranya 

(JavanLabs, 2015). 

 

1.1.4.3. Jenis-Jenis Anjak Piutang 

  Anjak Piutang (Factoring) merupakan Transaksi 

anjak piutangn yang berkembang sejalan dengan 

meningkatnya berbagai kebutuhan baik dari perorangan 

maupun perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa 

jenis anjak piutang. Adapun jenis-jenis anjak piutang 

(factoring) ini, dibedakan dalam berbagai bentuk yang 

dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya: 

1. Segi pemberitahuan kepada pihak customer 

a. Disclosed factoring, yaitu customer diberitahu 

bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga 

factoring dan pembayaran dilakukan langsung 

kepada lembaga factoring tersebut.   

b. Undisclosed factoring, yaitu pihak customer tidak 

diberi tahu tentang telah dialihnya piutang sampai 

terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko 

terhadap lembaga factoring tersebut. 

2. Segi keterlibatan klien factoring 

a. Recourse factoring, yaitu pihak klien ikut serta 

memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan 
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yang dialihkannya. Factoring dapat saja 

mengembalikan tagihan yang telah dijual itu 

kepada klien dan ini harus dituangkan dalam 

kontrak factoring. Dengan jenis recourse factoring 

ini, pihak factoring diberikan hak opsi untuk 

menjual kembali piutang tersebut kepada klien. 

b.  Non recourse atau without recourse factoring, 

yakni jenis ini membebankan semua tagihan beserta 

risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada 

perusahaan factoring. Namun, perjanjian factoring 

dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan 

macetnya tagihan tersebut dapat diperlakukan 

recourse yang bertujuan untuk menghindari tagihan 

yang tidak terbayar karena pihak klien ternyata 

mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah 

mutunya. 

3. Segi jumlah hutang yang dialihkan 

a. Facultative factoring, yaitu pihak factoring 

diberikan hak opsi untuk menentukan apakah 

piutang diterima dengan kontrak factoring atau 

tidak. Sebelum piutang itu dinyatakan diterima, 

klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain. 

b. Whole turn over factoring, yaitu perjanjian 

factoring dilakukan atas seluruh turn over (total 
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keseluruhan dana yang ditransaksikan) dari 

perusahaan klien atas piutang. 

4. Berdasarkan wilayah 

a. Domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak 

piutang dengan melibatkan perusahaan anjak 

piutang, klien, dan customer yang semuanya 

berdomisili di dalam negeri.  

b. International factoring, yaitu kegiatan anjak 

piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang 

melibatkan dua perusahaan factoring di masing-

masing negara sebagai expor factor dan import 

factor  (Qur’an, 2018).                                                       

1.1.5. Dewan Syariah Nasional 

1. Pengertian DSN-MUI 

  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam 

mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran 

Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan 

sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI 

merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam 

menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 

ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan 

fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan 

pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan 
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Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. 

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi 

dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara 

proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia 

yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan 

Visi : Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan 

Ekonomi masyarakat 

Misi : Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga 

keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan 

bangsa. 

Tugas:  

1. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, 

LBS, dan LPS lainnya. 

2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS 

lainnya. 

3. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih 

menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi  

penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS 

lainnya. 

4. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan 

LPS lainnya. 

5. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut 

rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya. 
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6. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut 

Rekomendasi ASPM. 

7. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan 

Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh 

Otoritas terkait. 

8. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, 

kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya. 

9. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS 

lainnya yang memerlukan. 

10. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi 

LKS, LBS, dan LPS lainnya. 

11. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan 

literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah 

12. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 

kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 

khususnya. 

Wewenang : 

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya 

untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan 

oleh DSN-MUI. 

2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk 

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi 

LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. 
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4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS 

lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS 

pada lembaga yang bersangkutan 

5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk 

menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan 

ekonomi syariah. 

6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik 

dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha 

bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah (DSN-MUI, 2021). 

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah melaksanakan 

tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan 

memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini juga 

bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan 

nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari’ah) untuk dijadikan 

pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan 

syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. 

Pedoman inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa. 

Dari segi kekuatan hukum, fatwa ini bersifat mengikat bagi seluruh 

lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sebagai 

landasan dan standar operasionalnya. dewan Syariah Nasional 

(DSN). Kehadiran Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang 

menetapkan standar hukum syariah dan mengaudit operasional 

perbankan syariah di Indonesia dari aspek hukum syariah dapat 
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dianggap sebagai salah satu sarana sosialisasi sekaligus aplikasi dan 

implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang muamalah. 

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwafatwa atas jenis-jenis 

kegiatan keuangan beserta produk dan jasa keuangan syariah. Sejak 

awal didirikan pada tahun 1999 hingga tahun 2001, secara umum 

fatwa-fatwa tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, pertama, 

kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 

perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana 

(pembiayaan) maupun jasa-jasa perbankan. Kedua, kelompok fatwa 

untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah. Ketiga, kelompok 

fatwa untuk investasi syariah. Dalam hal ini penulis hanya akan 

mengkaji fatwa DSN dalam hal kegiatan transaksi yang dilakukan 

oleh perbankan syariah (Hidayah, 2011). 

2. Pelaksanaan Anjak Piutang berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

 Dalam Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, akad yang 

digunakan dalam pelaksanaan anjak piutang secara syariah adalah akad 

Wakalah Bil Ujrah, di mana pihak yang mempunyai piutang, 

mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-

dokumen penjualan yang kemudian menagih piutangnya tersebut 

kepada pihak yang memiliki hutang atau pihak lain yang telah ditunjuk 

oleh pihak yang berhutang. selanjutnya, pihak yang ditunjuk tersebut 

menjadi wakil dari orang yang berpiutang untuk dapat melakukan 

penagihan (collection) kepada pihak yang memiliki hutang atau pihak 
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lain yang telah ditunjuk oleh pihak yang memiliki hutang untuk 

membayarnya. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil atau Muhal ‘Alaih 

dapat berupa Factor atau Bank bisa memberikan dana talangan (Qard) 

kepada pihak yang memiliki piutang tersebut sebesar nilai piutangnya. 

Atas jasanya itu dalam melakukan pengalihan hutang, pihak yang 

ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah atau fee. Besaran ujrah, 

harus disepakati pada saat melakukan akad dan juga dinyatakan dalam 

bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari 

pokok piutang. (Fatwa DSN MUI, 2008). 

 

1.2. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Kerangka Konseptual 

 

PT. Behaestex 

Bank Mitra Syariah 

Anjak Piutang 

Supplier 

Akad Wakalah Bil Ujrah  

dan 

Qard  

Fatwa DSN NO.67/DSN-

MUI/III/2008 
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 Dari kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa PT. Behaestex 

mengalami masalah dengan Suppliernya terkait pembayaran bahan baku 

produksi sehingga mengajukan pembiayaan anjak piutang di Bank Mitra 

Syariah. Di sini akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan anjak piutang dengan 

akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard dan kesesuaian antara akad yang digunakan 

dalam anjak piutang tersebut dengan Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 

tentang anjak piutang. 

 Sumber data baik primer maupun sekunder yang diperoleh oleh peneliti 

akan dijabarkan secara lebih mendalam dengan tujuan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah dilakukan penelitian mengenai anjak 

piutang yang terjadi antara PT. Behaestex dengan Bank Mitra Syariah, dan 

Supplier, maka dari penelitian tersebut akan dapat menjawab terkait pelaksaan 

anjak piutang dan kesesuaian pelaksaan anjak piutang tersebut dengan Fatwa 

DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Kantor pusat PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses (Bank Mitra Syariah) yang 

berlokasi di JL. Kartini No. 7 Ruko Andalusia Square Blok A2, Gresik 

61111. 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitif deskriptif 

adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memaparkan pemecahan dari 

suatu masalah yang sedang terjadi yang didasarkan pada data, 

mengalisisnya kemudian mendeskripsikannya. 

3.3. Sumber Data 

3.3.1. Data Primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

oleh peneliti secara langsung baik dari perorangam maupun dari 

beberapa kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 

data primer yang bersumber dari wawancara dengan pihak manajer 

pemasaran Bank Mitra Syariah, pihak PT. Behaestex, dan pihak 

Supplier yang mengadakan perjanjian anjak piutang tersebut. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti 

secara tidak langsung dari objeknya akan tetapi didapatkan dari 
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sumber lain yang baik berupa tulisan ataupun lisan.  Sumber data 

sekunder diperoleh oleh peneliti dari: 

a. MOU perjanjian anjak piutang yang berlaku di Bank Mitra 

Syariah. 

b. Buku profil Bank Mitra Syariah. 

c. Brosur yang berisi tentang produk-produk di Bank Mitra Syaria. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang pertama dan paling 

strategis di dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari adanya 

penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa adanya teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

sesuai dengan standart data yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 

2014). Di dalam mengumpulkan data atau informasi, terdapat beberapa 

cara yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan guna 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Terdapat 

tiga wawancara, diantaranya: wawancara terstruktur, wawancara 

semiterstruktur, dan wawancara tak  berstruktur. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi 

terstruktur adalah jenis wawancara yang tujuannya adalah untuk 

menemukan permasalahan yang diteliti secara lebih terbuka, di mana 
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peneliti memindah pendapat, dan juga ide-ide dari pihak yang diajak 

wawancara. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur, peneliti 

diharuskan dapat mendengarkan dengan teliti dan juga mencatat apa 

yang dikemukakan oleh narasumber (Sugiyono, 2014). Dalam 

penelitian ini, pihak yang menjadi nasarumber adalah pihak manajer 

pemasaran Bank Mitra Syariah, pihak PT. Behaestex yang melakukan 

akad, dan pihak yang Supplier bahan baku. 

b. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan suatu peristiwa masa lampau yang 

berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2014). Metode dokumen dalam penelitian ini 

berbentuk tulisan dan gambar. Dalam dokumentasi tulisan, 

digunakan untuk mengetahui sejarah, visi-misi, produk-produk 

pembiayan, dan rincian pelaksanaan akad Wakalah Bil Ujrah dan 

Qard dalam Bank Mitra Syariah.  sedangkan dalam bentuk gambar 

adalah lokasi kantor Bank Mitra Syariah. 

3.5. Teknik keabsahan data (Triangulasi) 

Triagulasi didalam sebuah pengujian kredibilitas dapat diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

juga berbagai waktu (Sugiyono, 2014).  Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut: 

a. Triangulasi sumber data, Peneliti mendapatkan sumber data berupa 

wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Bank Mitra 

Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier) dengan tujuan untuk 
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mendapatkan data atau informasi dalam berbagai sumber yang sama 

sehingga memperoleh suatu fakta atau bukti mengenai pandangan-

pandangan dari piha yang terlibat di dalamnya mengenai masalah yang 

sedang diteliti oleh peneliti. 

b. Triangulasi teknik pengumpulan data, Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara yang kemudian 

dicek kembali dengan menggunakan dokumentasi yang sesuai dengan 

permasalahan tersebut dalam hal ini berupa MOU. sehingga 

menghasilkan hasil yang benar sesuai dengan fakta yang ada. 

3.6. Teknik pengolahan data 

Untuk memeriksa apakah data yang sudah peneliti dapatkan sudah benar 

dan lengkap, maka peneliti perlu melakukan pengolahan data dengan cara: 

a. Editing, merupakan suatu proses dalam pengoreksian atau pengecekan 

terhadap data yang telah terkumpul. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya data yang masuk atau bisa jadi disebabkan data yang sudah 

terkumpul meragukan ataupun tidak logis. Editing juga dapat 

dikatakan sebagai suatu bagian yang penting di dalam penelitian 

karena digunakan untuk mengoreksi apakah data yang telah terkumpul 

sudah sesuai dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji. 

b. Organizing, adalah proses penyusunan data yang telah terkumpul dan 

telah melalui tahap Editing yang berguna untuk memudahkan peneliti 

di dalam pengolahan data sehingga didapatkan data yang valid. 

Dengan begitu akan menghasilkan penelitian skripsi yang baik dan 

benar.  
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c. Analizing, adalah tahap menganalisis data sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan yang mana memuat kebenaran suatu fakta yang ditemukan 

yang kemudian dari fakta tersebut akan menjadi sebuah jawaban atas 

rumusan masalah. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini merupakan 

analisis kulitatif dengan pendekatan pola pikir deduktif. Teknik ini 

merupakan pengamatan atau penelitian atas hal-hal yang bersifat umum 

yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menuliskan uraian fakta yang 

ada di lapangan. Untuk mengungkapkan bagaimana implementasi fatwa 

DSN No. 67 DSN-MUI tentang anjak piutang di dalam Bank Mitra Syariah 

yang akan dipaparkan secara sederhana namun mendalam dan langsung 

pada aspek yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Profil Bank Mitra Syariah 

4.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Mitra Syariah 

Pendirian BPRS di suatu wilayah kabupaten dengan 

basis masyarakat religius serta di lingkungan masyarakat 

dengan tingkat kegiatan transaksi ekonomi mikro yang cukup 

menonjol, seperti di Gresik, tentunya sejalan dengan kebijakan 

pemerintah daerah setempat terutama dalam kaitannya 

meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung 

terciptanya upaya peningkatan dan pendayagunaan 

perekonomian di daerahnya. 

Melihat kondisi dan tujuan tersebut diatas, beberapa 

investor yang selamanya ini banyak berkecimpung diberbagai 

bidang usaha, dan para tokoh masyarakat yang aktif dalam 

pengembangan masyarakat ekonomi syariah terinspirasi untuk 

mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro, khususnya 

yang berbasis syariah di lingkungannya, dengan berencana 

mendirikan BPR Syariah yang berdomisili di Gresik. 

Dan mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut, 

dibentuklah suatu tim pendirian BPR Syariah yang dikoordinir 

oleh tim pendirian BPR Syariah yang cukup berpengalaman 

sebagai pelaksana Bank Syariah. Sehubung dengan hal tersebut, 
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tim pendiri BPR Syariah ini menggalang kerjasama dengan 

Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah serta tim dari 

konsultan PT. Rafa Prima Consulting dari Jakarta. (Bank Mitra 

Syariah, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Buku Profil Bank Mitra Syariah 

4.1.2. Struktur Personalia Bank Mitra Syariah (Bank Mitra Syariah, 

2021) 

Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. H. Syafiq Mughni 

Raditya Sukmana, SE . M. Ph 

Komisaris Utama   : Indra Nur Fauzi 

Komisaris  : Moch. Edy Prayitno 

Direktur Utama   : Sanusi Anwar 

Direktur    : Luki Hendra Hermawan  
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4.1.3. Visi dan Misi Bank Mitra Syariah 

Visi : 

Menjadi "Bank yang sehat, tumbuh berkembang dan dipercaya 

oleh masyarakat serta sebagai Bank yang Rahmatan Lil 

‘Alamin" 

Misi : 

a. Memberikan kontribusi secara optimal dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

b. Ikut berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 

c. Menjalankan kegiatan usaha secara professional dan 

memperoleh laba secara optimal berdasarkan aturan syariah 

(Bank Mitra Syariah, 2020). 

4.1.4. Produk dan Aplikasi Akad 

a. Tabungan  

1) Simitra Mikro 

 Simitra mikro merupakan simpanan yang dapat 

digunakan untuk membantu bisnis/usaha khususnya 

untuk pedagang pasar dan pada akhir bulan, nasabah 

akan memperoleh bonus. 

Keuntungan : 

1. Mudah. Menabung dan mengambil tanpa 

meninggalkan lapak jualan. 
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2. Gratis. Bebas biaya administrasi sehingga tabungan 

tak berkurang. 

3. Aman. Uang tabungan dijamin Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

4. Untung. Mendapat bagi hasil atau bonus bulanan. 

5. Ringan. Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 

10.000,- 

6. Menang. Mendapatkan hadiah langsung (syarat dan 

ketentuan berlaku) 

2) Mitra Investara 

  Mitra investara merupakan simpanan yang 

sekaligus media investasi dengan bagi hasil hampir 

setara deposito. Keuntungan dari mitra investara ini 

adalah dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu dan 

tabungan ini bisa dialokasikan untuk aqiqah. 

3) Mitra Usaha 

  Mitra usaha merupakan simpanan yang dapat 

digunakan untuk membantu bisnis/usaha, pelakukan 

pembayaran telepon, dan akan memperoleh bagi hasil di 

akhir bulan. 

4) Deposito 

 Deposito mempunyai jangka waktu 3 bulan, 6 

bulan, dan 12 bulan. Manfaat dari deposito pada Bank 

Mitra Syariah adalah membantu perencanaan investasi 
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anda, bebas menentukan jangka waktu, dan bagi hasil 

yang menguntungkan dan barokah. 

5) Mitra Guna 

 Tabungan mitra guna mempunyai manfaat diantaranya: 

a) Tabungan untuk pendidikan 

b) Tabungan untuk ibadah haji 

c) Tabungan untuk umroh 

d) Tabungan untuk wisata religi 

e) Tabungan qurban  

f) Tabungan aqiqah 

6) Mitra Dana 

 Tabungan mitra dana mempunyai manfaat diantaranya: 

a) Media pembayaran kembali pembiayaan 

b) Pembayaran tagihan PLN 

c) Pembayaran tagihan telepon 

b. Pembiayaan 

1) Mudharabah Ekspress (dalam pasar) 

Manfaat: 

a. Membantu para pedagang untuk mencukupi dan 

melengkapi stok/persediaan barang dagangannya 

agar perputaran lebih cepat. 

b. Membantu pembelian stok barang dengan dana cash 

sehingga harga lebih murah dan barang dapat lebih 

mudah. 
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c. Margin sebesar 4% 

2) Mudharabah PALUGADA  (konsumtif)/dalam pasar 

Manfaat: 

a. Membantu nasabah untuk mewujudkan kepemilikan 

alat-alat keperluan rumah tangga, elektronik, mebel, 

dan kebutuhan harian lainnya dengan fasilitas cicilan 

harian. 

b. Margin sebesar 4% 

3) Pembiayaan Reguler Umum untuk Pengusaha dan 

Pribadi (Karyawan dan Pegawai) 

Manfaat: 

a. Memberikan solusi keuangan kepada 

pengusaha/pribadi untuk penambahan modal, 

investasi tanah, ruko atau kios, pembelian alat-alat 

kebutuhan usaha. 

b. Persyaratan mudah dan bisa diangsur harian 

c. Margin sebesar 1,2 s/d 2,5% (negosiasi) 

 

4) Murabaḥah Roda dua (kepemilikan R2) 

Manfaat: 

a. Program kepemilikan roda dua untuk para 

nasabah/masyarakat umum dengan model cicilan. 

b. Membantu mewujudkan harapan/mimpi mempunyai 

kendaraan roda dua sesuai selera/kebutuhan. 
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c. Margin sebesar 1,5% (negosiasi) 

5) Pembiayaan Gadai Syariah 

Manfaat: 

a. Program kepemilikan perhiasan emas dengan cicilan 

murah, bisa dilakukan harian dan bulanan. 

b. Program Rahn atau kebutuhan dana dengan 

menyimpan emas di Bank Mitra Syariah. 

6) Pembiayaan Ḥawalah/anjak piutang 

Pembiayaan anjak piutang Bank Mitra Syariah 

dengan menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard 

di mana pihak Bank Mitra Syariah melaksanakan akad 

Wakalah Bil Ujrah terlebih dahulu dengan pihak yang 

mempunyai piutang. Dan kemudian dilanjut akad Qard 

pada pihak yang hutangnya telah diambil alih Bank 

Mitra Syariah. (Bank Mitra Syariah, 2020) 

4.1.5. Operasional Perbankan Syariah 

Bank mempunyai dua fungsi yaitu funding dan landing. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai fungding, Bank Mitra 

Syariah mempunyai beberapa produk diantaranya: 

a. Tabungan Simitra Mikro  

b. Tabungan Mitra Investara 

c. Tabungan Mitra Usaha 

d. Deposito 

e. Tabungan Mitra Guna 
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f. Tabungan Mitra dana 

Pada produk funding ini, Bank Mitra Syariah 

menggunakan akad Wadiah baik yang Yad Amanah amaupun 

Yad Dhamanah. Fungsi Bank yang kedua adalah landing, dimana 

Bank akan dapat menyalurkan dananya ke nasabah. Adapun 

produk landing dari Bank Mitra Syariah antara lain: 

1. Mudharabah Ekspress 

2. Mudharabah PALUGADA 

3. Pembiayaan Reguler untuk Pengusaha dan Pribadi, dapat 

menggunakan akad Murabaḥah, Musyarakah, maupun akad 

Ijarah 

4. Mudaharabah Roda Dua 

5. Gadai Syariah 

6. Ḥawalah/anjak piutang 

 

Mekanisme bagi hasil dalam Bank Mitra Syariah 

menerapkan adanya profit sharing. Manajemen pembiayaan pada 

Bank Mitra Syariah sama seperti pada bank lain, hanya saja dalam 

melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu memperhatikan 

aspek Caracter, Capacity, dan Collateral. Namun jika dirasa dari 

ketiganya itu masih meragukan, maka Bank Mitra Syariah juga 

menggunakan Capital dan Condition Of Economy. (Bank Mitra 

Syariah, 2020) 
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4.2. IMPLEMENTASI ANJAK PIUTANG DI BANK MITRA SYARIAH  

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Mitra 

Syariah adalah pembiayaan pengalihan hutang atau biasa disebut dengan 

anjak piutang. Produk ini merupakan suatu produk pembiayaan pengalihan 

Hutang yang dilakukan oleh Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan 

Supplier yang pelaksanaannya menggunakan pedoman dalam MOU yang 

mana di dalam perjanjian tersebut terdapat akad Wakalah Bil Ujrah  dan 

Qard dalam pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2. lampiran perjanjian MOU antara Bank Mitra Syariah 

dengan Supplier dan Bank Mitra Syariah dengan PT. Behaestex 

 

4.2.1. Persyaratan pembiayaan 

Terdapat beberapa persyaratan yang diajukan oleh Bank Mitra 

Syariah terhadap PT. Behaestex dalam mengajukan pembiyaan 

diantaranya: 

a. PT. Behaestex menandatangani perjanjian atau MOU yang 

telah dibuat dan disepakati antara Bank Mitra Syariah dengan 

PT. Behaestex. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

69 
 

b. PT. Behaestex menyerahkan jaminannya sebagai bentuk 

tanggung jawab apabila terjadi one prestasi. 

c. PT. Behaestex menyerahkan daftar nama yang bisa diajukan 

kepada Bank untuk melakukan akad anjak piutang dalam hal 

ini adalah Suppliernya. (Soebiyanto, 2021) 

4.2.2.Alasan PT. Behaestex mengajukan Pembiyaan 

Untuk menjaga likuiditas perusahaan maka PT Behaestek menjalin 

kerjasama dengan Bank Mita Syariah. Kerjasama ini dilakukan 

karena : 

a. Supplier bahan produksi untuk produk PT Behaestex 

membutuhkan penyelesaian segera untuk semua tagihan yang 

diberikan ke PT. Behaestex. 

b. Jangka waktu penyelesaian tagihan yang dilakukan PT. 

Behaestek yaitu selama 3 bulan sejak barang yang disupplai 

diterima oleh pihak gudang PT. Behaestex. 

c. Supplier PT. Behaestex membutuhkan dana kas jangka pendek 

(maksimal 1 bulan) sehingga setelah barang diterima pihak 

gudang PT. Behaestex makan harus segera diselesaikan semua 

tagihan dari Supplier. 

d. Cash flow dari PT. Behaestex tidak memungkinkan dalam 

jangka pendek memenuhi pelunasan tagihan supplier. 

e. Dibutuhkan pihak ke-3 atau investor untuk melakukan talangan 

pembayaran atau mengambih alih semua piutang kepada 

Supplier. 
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f. Lebih tertib dan termonitor kebutuhan dana dari PT. Behaestex 

bila bekerjasama dengan pihak ke-3. (Soebiyanto, 2021) 

4.2.3. Alasan memilih Bank Mitra Syariah 

a. Bank Mitra Syariah mempunyai produk anjak piutang yang 

sangat dibutuhkan oleh PT. Behaestex guna membantu 

cashflow dari perusahaan. 

b. Bank Mitra Syariah merupakan Bank Syariah yang memenuhi 

konsep syariah yang saling menguntungkan. 

c. Ikut mengembangkan konsep syariah terhadap masyarakat 

sekitar Gresik. 

d. Membantu likuiditas PT. Behaestex, karena lebih terencana dan 

termonitor sesuai dengan scedule yang disepakati bersama 

antara pihak ke-3 (Bank Mitra Syariah) dengan PT. Behaestex. 

(Soebiyanto, 2021) 

4.2.4.Akad yang digunakan 

Pihak Bank Mitra Syariah dan PT. Behaestex melakukan 

perjanjian akad Qard terlebih dahulu dan di waktu yang sama juga 

melakukan akad Wakalah Bil Ujrah untuk dapat mengambil alih 

hutang dari PT. Behaestex terhadap Suppliernya yang mana dalam 

akad ini Bank Mitra Syariah berperan sebagai Al-Wakil, pihak 

Supplier berperan sebagai Muwakkil, sedangkan Al-Taukilnya 

adalah tagihan hutang dari PT. Behaestex. Dalam akad ini Supplier 

mewakilkan dirinya pada Bank Mitra Syariah dalam penagihan 

hutangnya PT. Behaestex. Selanjutnya Bank Mitra Syariah 
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membayar semua tagihan dari PT. Behaestex kepada Supplier 

dengan cara meminjamkan dana dari Bank Mitra Syariah tersebut. 

Kemudian setelah Supplier menerima tagihannya secara lunas, maka 

Supplier membayar ujrah sebesar 1,5% pada Bank Mitra Syariah 

karena telah menjadi wakilnya dalam melakukan penagihan hutang 

pada PT. Behaestex. Perjanjian antara Supplier dan Bank Mitra 

Syariah ini telah termuat dalam MOU yang telah disepakati diantara 

keduanya. 

Setelah akad Wakalah Bil Ujrah telah selesai, selanjutnya 

adalah pelunasan hutang oleh PT. Behaestex terhadap Bank Mitra 

Syariah yang mana sebelumnya PT. Behaestex mempunyai hutang 

kepada Supplier dan kemudian semua hutangnya telah dibayar oleh 

PT. Behaestex. Talangan dana yang digunakan Bank Mitra Syariah 

untuk membantu melunasi hutang dari PT. Behaestex tersebut 

dilaksanakan dengan menggunakan akad Qard. Sehingga PT. 

Behaestex wajib membayar talangan atau dana yang dihutangi oleh 

Bank Mitra Syariah untuk melunasi hutang PT. Behaestex terhadap 

Suppliernya yang disertai dengan ujrah 1% perbulannya. 

(Soebiyanto, 2021) 

4.2.5.Studi di Bank Mitra Syariah 

Pada skripsi ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 

anjak piutang yang terjadi antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, 

dan Supplier. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

pihak manajer pemasaran Bank Mitra Syariah, pihak PT. Behaestex 
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dan pihak Supplier, peneliti akan memberikan penjabaran mengenai 

suatu peristiwa terjadinya anjak piutang antara Bank Mitra Syariah, 

PT. Behaestex, dan Supplier. Pembiayaan pengalihan hutang yang 

terurai sebagai berikut:   

Pemiliki Hutang : PT. Behaestex 

Alamat   : JL. Mayjend Sungkono 14 Gresik, 61123 

Jenis perusahaan  : Tekstil  

Pengajuan    : Anjak Piutang  

Jaminan   : - 

Jangka Waktu  :  3 bulan  

Ujrah  : 1% perbulan 

Pemilik Piutang : Supplier Bahan Baku 

Jenis usaha  : Bahan baku berupa benang tenun 

Jangka waktu : 1 bulan 

Ujrah  : 1,5% 

PT. Behaestex adalah nasabah dari Bank Mitra Syariah yang 

memiliki permasalahan berupa tidak mampu membayar bahan baku 

yang telah dibeli dari Suppliernya, sedangkan Supplier 

membutuhkan dana jangka pendek pembayaran adalah 1 bulan sejak 

barang tersebut berpindah tangan ke PT. Behaestex. Sehingga PT. 

Behaestex datang ke Bank Mitra Syariah dan mengajukan 

pembiayaan anjak piutang kepada Bank Mitra Syariah. Setelah PT. 

Behaestex mengajukan pembiayaan, pihak Bank Mitra Syariah 

bersama PT. Behaestex melakukan analisis, survey lapangan dan 
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menemui pihak Supplier tersebut untuk mengadakan kerjasama 

pengalihan hutang dari Supplier kepada Bank Mitra Syariah. 

Sebelum melakukan akad dengan Supplier, pihak Bank Mitra 

Syariah telah melakukan akad Qard  terlebih dahulu dengan PT. 

Behaestex. Setelah Supplier menyetujui pengalihan hutang tersebut, 

maka dilaksanakan akad Wakalah Bil Ujrah yang mana dalam akad 

tersebut pihak Supplier akan mewakilkan kepada pihak Bank Mitra 

Syariah untuk melakukan penagihan hutang kepada PT. Behaestex. 

Bank Mitra Syariah berperan sebagai wakil dari Supplier dalam 

melakukan penagihan hutang tersebut kemudian membayar seluruh 

hutang dari pihak PT. Behaestex dengan dana talangan (akad Qard). 

Pembayaran ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak 

ditetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran PT. Behaestex kepada 

Supplier. Setelah Bank Mitra Syariah membayar semua tagihan dari 

PT. Behaestex, maka pihak Supplier memberikan ujrah sebesar 1,5 % 

dari jumlah tagihan PT. Behaestex. 

Selanjutnya adalah sistem pembayaran pada pelaksaan akad 

Qard antara Bank Mitra Syariah terhadap PT. Behaestex. Dalam 

akad Qard yang sebelumnya telah disepakati keduanya ini, terdapat 

ujrah yang harus dibayar oleh PT. Behaestex terhadap Bank Mitra 

Syariah yaitu bebesar 1% perbulan. Dikarenakan PT. Beahestex 

membayar tagihan hutangnya pada Bank Mitra Syariah saat jatuh 

tempo, yaitu dalam waktu 3 bulan, sehingga ujrah yang dibebankan 

kepada Bank Mitra Syariah menjadi 3% dalam 3 bulan tersebut.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

74 
 

Ujrah ini dimaksudkan sebagai upah atas jasa yang diberikan oleh 

Bank Mitra Syariah diantaranya pengurusan pengalihan hutang dari 

PT. Behaestex dengan suppliernya yang membutuhkan pembuatan 

MOU baik untuk pihak PT. Behaestex maupun dengan pihak 

Supplier, penggantian biaya survey dan yang lainnya. Ujrah diantara 

keduanya ini sejak awal telah disepakati besarannya. Dalam 

penentuan ujrah boleh terjadi negosiasi dan tawar menawar diantara 

keduanya hingga terjadi kesepakatan diantara keduanya dan 

dilaksanakan akad Qard tersebut. Dalam akad Qard yang dijalankan 

keduanya, tidak terdapat hal yang diperjaminkan. Alasan utama 

kenapa Bank Mitra Syariah tidak meminta jaminan kepada PT. 

Behaestex ini adalah adanya kepercayaan yang besar pada 

perusahaan tersebut bahwa perusahaan tersebut tidak akan 

mengalami likuiditas dalam waktu dekat ini, sebab perjanjian 

diantara keduanya merupakan perjanjian jangka pendek (3 bulan). 

Jangka waktu perjanjian tersebut telah ada dalam surat perjanjian 

MOU dan telah disepaki oleh kedua belah pihak serta dalam 

melakukan pembayaran, serta pihak PT. Beahestex tidak pernah 

mengalami keterlambatan pembayaran. 
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Gambar 1.3 Bank Mitra Syariah tampak depan 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Bank Mitra Syariah tampak dalam 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Ruang Customer Service Bank Mitra Syariah 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

76 
 

BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Sistem Pembiayaan Anjak Piutang Antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex 

dan Supplier 

Anjak Piutang atau yang sering disebut sebagai pengalihan hutang (hak  

dan kewajiban) dapat dikatakan hampir serupa dengan praktik Ḥiwalah.  Dalam 

pengertian umum Ḥiwalah adalah proses memindahkan beban hutang dari 

orang yang mempunyai hutang (Muhil) kepada pihak yang akan menanggung 

kewajiban untuk membayar hutang dari orang yang berhutang (Muhal ‘alaih). 

Kesamaan pada praktik pengalihan hutang tersebut adalah dalam hal subjeknya, 

objeknya, dan ijab qabul dalam transaksi tersebut. Sedangkan di Bank Mitra 

Syariah memberikan fasilitas Ḥiwalah dengan menggunakan perjanjian MOU. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2. Skema 3 Pihak yang Berakad 

Supplier PT. Beahestex 

1. Piutang 

3. Pemberitahuan 

Bank Mitra Syariah 
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Dari skema di atas, dapat dianalisis permasalahannya adalah pada saat 

itu PT. Behaestex membeli sejumlah barang produksi yaitu benang kepada 

Supplier. Supplier menentukan jangka waktu pembayaran jangka pendeknya 

adalah 1 bulan sejak barang diterima oleh pihak gudang PT. Behaestex. Akan 

tetapi saat penagihan pembayaran, PT. Beaestex ini tidak mempunyai cukup 

dana sehingga mengajukan pembiayaan pengalihan hutang di Bank Mitra 

Syariah. Setelah pihak Bank Mitra Syariah menyetujui pengajuan tersebut, 

untuk selanjutnya adalah melakukan survey lapangan dan menemui pihak 

Supplier bersama dengan pihak PT. Beahestex dan memberitahu mengenai 

pengalihan hutang tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu PT. Behaestex 

tidak memiliki dana untuk membayar tagian jangka pendek dari pihak Supplier, 

sementara pihak Supplier akan dapat segera mendapatkan dana jangka pendek 

tersebut tanpa perlu menunggu PT. Behaestex membayar jika mau 

mengadakan perjanjian pengalihan hutang. Kemudian Supplier  menyetujui 

pengalihan tersebut, dan dibuatkan MOU diantara keduanya dan dilaksanakan 

akad Wakalah Bil Ujrah diantara keduanya. Akan tetapi sebelum 

melaksanakan akad Wakalah Bil Ujrah ini, terlebih dahulu pihak Bank Mitra 

Syariah dan PT. Behaestex melakukan akad Qard. Dalam pelaksaan akad 

Wakalah Bil Ujrah ini Bank Mitra Syariah berperan sebagai wakil dari Supplier 

dalam melakukan penagihan hutang kepada PT. Behaestex dan kemudian 

setelah hutang dibayar lunas, Supplier membayar ujrah kepada Bank Mitra 

Syariah. Selanjutnya setelah berakhinya akad Wakalah Bil Ujrah antara pihak 

Supplier dengan Pihak Bank Mitra Syariah, adalah penagihan dana talangan 

(Qardh). Sebelumnya, Bank Mitra Syariah selain menjadi wakil dari Supplier, 
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juga memberikan dana talangan kepada PT. Behaestex untuk melunasi 

hutangnya.  

Dari penjelasan mengenai skema tiga pihak diatas dapat kita ketahui 

bahwa pengalihan hutang biasanya adalah dikarenakan pihak yang memiliki 

piutang membutuhkan dananya namun pihak kedua (PT. Behaestex) belum 

mampu membayaranya sehingga pihak yang mempunyai piutang tersebut 

(Supplier) yang mengajukan kepada Bank Mita Syariah, namun dalam kasus 

ini justru pihak PT. Behaestex (yang memiliki hutang) lah yang mengajukan 

pembiayaan. Tentunya hal ini bertentangan dengan pelaksaan anjak piutang 

yang diatur dalam syariat Islam. Konsep anjak piutang syariah adalah dimana 

nasabah yang memiliki piutang pada pihak ketiga memindahkan piutang 

kepada Bank, untuk kemudian pihak Bank membayar piutang tersebut dan 

selanjutnya Bank melakukan penagihan utang kepada pihak ketiga (Rizalianti, 

2019). 

Terdapat jenis-jenis anjak piutang baik ditinjau beberapa segi, 

diantaranya segi memberitahu, segi keterlibatan, segi jumlah hutang, dan segi 

wilayah. Dalam pelaksanaan anjak piutang ini, juga dapat diketahui dari 

beberapa segi tersebut sebagai berikut: 

1. Segi memberitahu. Dalam anjak piutang yang terjadi di Bank Mitra 

Syariah ini, menggunakan Disclosed Factoring yaitu pihak yang 

hutangnya dialihkan diberitahu terlebih dahulu. Namun telah diketahui 

bahwa dalam pelaksanaannya ini pihak yang berhutang yang mengajukan 

pengalihan hutang, sehingga dalam pelaksanaan ini dapat dikatakan 
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terbalik yaitu pihak yang diberitahu justru adalah pihak yang memiliki 

piutang (Supplier). 

2. Segi keterlibatan. Dalam anjak piutang yang terjadi di Bank Mitra Syariah 

ini, menggunakan Non Recourse, yaitu membebankan semua tagihan 

hutang dari PT. Behaestex kepada Bank Mitra Syariah yang kemudian 

setelah pengurusan dokumen adan penagihan hutang selesai, pihak 

Supplier membayar ujrahnya sebesar 1,5% dari jumlah hutang yang 

dilunasi oleh Bank Mitra Syariah tersebut. 

3. Segi jumlah hutang. Dalam anjak piutang yang terjadi di Bank Mitra 

Syariah ini, menggunakan Whole Turn, dimana seluruh dana talangan atau 

pelunasan hutang pihak kedua (PT. Beaestex) seluruhnya berasal dari 

pihak ketiga (Bank Mitra Syariah) tanpa menjual aset ke perusahaan lain 

untuk membayar pengalihan tersebut. 

4. Segi wilayah. Dalam anjak piutang yang terjadi di Bank Mitra Syariah ini 

adalah Domestic Factoring, karena seluruh pihak yang melakukan akad, 

baik pihak Bank Mitra Syariah, pihak PT. Behaestex, maupun pihak 

Supplier terdapat di dalam satu wilayah yang sama yaitu sama-sama 

berada di Indonesia. 

5.2. Implementasi Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang 

antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan Supplier 

Akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard adalah akad yang digunakan dalam 

anjak piutang yang terjadi antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan 

Supllier. Terkait akad yang digunakan, pelaksanaannya berbeda dengan 
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pelaksaan anjak piutang yang diatur dalam Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008 Tentang Anjak piutang: 

1. Akad yang dapat digunakan dalam pelaksanaan anjak piutang secara 

syariah adalah akad Wakalah Bil Ujrah  yakni akad perjanjian transfer 

wewenang dari pemilik kuasa kepada piha lain untuk dapat melaksanakan 

suatu pekerjaan tertentu untuk kepentingan pemilik kuasa. 

2. Pihak yang memiliki piutang mewakilkan kepada pihak lain untuk 

melakukan pengurusan terkait dokumen penjualan dan selanjutnya 

melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berhutang atau pihak lain 

yang ditunjuk oleh orang yang berhutang. 

3. Pihak yang ditunjuk dalam angka 2 menjadi wakil dari pihak yang memiliki 

piutang dalam melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang atau 

pihak lain yang telah ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk 

membayarkannya. 

4. Pihak yang ditunjuk sebagai wakil bisa memberikan dana talangan (Qard) 

kepada pihak yang memiliki piutang sebesar nilai dari piutangnya tersebut 

dan kemudian Qard ini dapat dibayarkan dengan hasil dari penagihan 

sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 diatas. 

5. Atas jasanya dalam melakukan penagihan hutang, pihak yang telah 

ditunjuk sebagai wakil berhak menerima ujrah. 

6. Besaran ujrah harus disepakti di awal akad serta besarnya dinyatakan dalam 

nominal, tidak dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok 

piutangnya. 
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7. Pembayaran dari ujrahnya dapat diambilkan dari dana talangan atau 

disesuaikan dengan kesepakatan dalam akad. 

8. Antara akad Wakalah Bil Ujrah dan akad Qard  tidak boleh terhadap 

keterkaitan (Ta’alluq)  

Dari Fatwa DSN No. 67 diatas dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan 

anjak piutang yang seharusnya adalah akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard 

keduanya terjadi pada pihak Supplier, bukan akad Qard pada pihak PT. 

Behaestex. Di mana saat terjadi akad Wakalah Bil Ujrah antara Bank Mitra 

Syariah dengan Supplier , pihak Bank Mitra Syariah mendapat kuasa untuk 

melakukan pengurusan surat-surat dan dokumen penjualan serta kuasa untuk 

melakukan penagihan hutang kepada PT. Beahestex. sementara akad Qard ini 

juga seharusnya terjadi kepada pihak Supplier, bukan pada pihak PT. 

Behaestex. Akad Qard ini sebagai talangan dari Bank Mitra Syariah atas 

pembayaran hutang PT. Behaestex kepada Supplier. Atas perwakilan dan 

talangan tersebut, pihak Supplier wajib membayar ujrah kepada pihak Bank 

Mitra Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan akad yang terjadi dalam anjak 

piutang di Bank Mitra Syariah, akad Wakalah Bil Ujrah untuk pihak Supplier, 

akad Qard untuk pihak PT. Behaestex, berdsarkan Fatwa DSN No. 67 DSN-

MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang dapat diketahui bahwah terdapat 

ketidaksamaan prosedur akad dan pelaksanaan didalam aturan DSN-MUI 

tentang anjak piutang yang menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat ditarik kesimpulan: 

6.1.1. Praktik anjak piutang antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex, dan 

Supplier menurut syariah Islam, pelaksanaannya dapat dikatakan tidak 

sesuai yaitu anjak piutang ini di awali dengan pihak yang memiliki 

hutang (PT. Behaestex) yang mengajukan pengalihan hutang kepada 

pihak Bank Mitra Syariah yang kemudian dilaksanakan perjanjian 

anjak piutang dengan pihak Supplier bahan baku dari PT. Behaestex. 

6.1.2. Berdasarkan Fatwa DSN No. 67 DSN-MUI/III/2008 terdapat 

ketidaksamaan prosedur dan akad yang digunakan dalam anjak piutang 

yang terjadi antara Bank Mitra Syariah, PT. Behaestex dan Supplier. 

Dapat diketahui bahwa berdasarkan Fatwa DSN no. 67 DSN-

MUI/III/2008, akad Wakalah Bil Ujrah dan Qard terjadi pada pihak 

yang memiliki piutang, sementara dalam anjak piutang yang terjadi di 

Bank Mitra Syariah ini akad Wakalah Bil Ujrah untuk Supplier bahan 

baku, dan akad Qard untuk PT. Behaestex. 

6.2. Saran 

6.2.1. Bagi Pihak Supplier  

Dalam pelaksanaan anjak piutang yang benar menurut syariah Islam 

adalah pihak Supplier lah yang apabila membutuhkan dana segar, yang 
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terlebih dahulu datang ke Bank Mitra Syariah untuk mengajukan 

pembiayaan. Dari penelitian ini, semoga untuk kedepannya pihak 

Supplier apabila memang membutuhkan pelunasan atas piutang jangka 

pendeknya lebih baik langsung datang ke lembaga anjak piutang untuk 

mengajukan pembiayaan terlebih dahulu. 

6.2.2. Bagi Pihak PT. Behaestex 

Dari penelitian ini, diharapkan pihak PT. Behaestex dapat 

membicarakan terkait kesulitannya dalam membayar tagihan jangka 

pendeknya kepada Supplier bahan bakunya, sehingga Supllier dapat 

mengambil langkah apakah memperpanjang jangka penagihan atau 

melakukan anjak piutang. 

6.2.3. Bagi Bank Mitra Syariah 

Dari penelitian ini, diharapkan Bank Mitra Syariah mampu 

memperbaiki dan mengevaluasi kembali terkait pelaksanaan akad-akad 

yang digunakan dalam produk pembiayaannya sehingga sejalan sesuai 

dengan syariat Islam. 

6.2.4. Bagi Pembaca 

Semoga dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi baru 

mengenai keilmuan pembaca tentang pelaksanaan anjak piutang yang 

sesuai dengan syariat Islam. 
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KETERBATASAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti menyadari terdapat banyak keterbatasan 

dalam penelitian, diantaranya adalah sulitnya mendapatkan informasi 

mengenai pelaksanaan anjak piutang yang terjadi antara Bank Mitra Syariah, 

PT. Behaestex, dan Supplier karena ini merupakan produk baru dari Bank 

Mitra Syariah dan masih banyak hal yang menjadi rahasia baik dari pihak Bank 

Mitra, pihak PT. Behaestex, maupun pihak Supplier itu sendiri. Keterbatasan 

ini ada dalam penjelasan mengenai waktu pelaksaan anjak piutang, nominal 

transaksi anjak piutang, pedoman yang digunakan dalam anjak piutang selain 

dari MOU dan hal-hal lain dari proses anjak piutang tersebut. 
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